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LAMPIRAN – LAMPIRAN  

Lampiran 1 

 

Pedoman Wawancara  

Narasumber Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si (Sekretaris Anggota Dewan 

Pertimbangan Presiden Republik Indonesia) 

No. Pertanyaan 

1. Mengapa pada akhirnya pemerintah menunda pelaksanaan pilkada dan 

menetapkan 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaanya? Mengapa tidak 

tanggal lainnya? 

2. Tujuan utama apa yang ingin dihasilkan oleh pemerintah  dari pelaksanaan 

Pilkada tahun 2020? 

3. Dari hasil pelaksanaan Pilkada tahun 2020, apakah tujuan yang telah 

ditetapkan Pemerintah sudah tercapai? 

4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan tanggal pasti 

pelaksanaan Pilkada tahun 2020? 

5. Kapan waktu pembahasan antar lembaga dilakukan dalam menetapkan 

waktu pasti pelaksanaan Pilkada tahun 2020? Apakah sekali atau beberapa 

kali dilakukan pembahasan? 

6. Apakah pemerintah sudah memiliki atau menyiapkan pedoman protokol 

kesehatan yang pasti untuk meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19 

di masyarakat karena pelaksanaan Pilkada tahun 2020? 

7.  Bagaimanakah pandangan pemerintah melihat kondisi masyarakat yang 

berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga memantapkan pelaksanaan 

Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020? 

8. Peran penting apa yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam 

kebijakan Pilkada tahun 2020? 
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Narasumber Yusa’ Farchan, S.Sos., M.Si (Pengamat Politik) 

No. Pertanyaan  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 

2020? 

2. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat era pemerintahan Presiden Joko 

Widodo di tahun 2020? 

3. Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada 

sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat? 

4. Siapa saja aktor yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan pilkada tahun 

2020 selain Presiden?  

5. Seberapa besar pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah?  

6. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk tetap melaksanakan 

pilkada di tengah pandemi Covid-19?  

7. Apa yang menjadi indeks keberhasilan dari suatu pemerintahan? 

8. Apa yang menjadi catatan penting untuk pemerintahan Joko Widodo selama 

setahun pemerintahannya di tahun 2020? 
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Narasumber Arya Kharisma Hardy (PJ Ketua Umum Pengurus Besar 

Himpunan Mahasiswa Islam 2018-2020) 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam? 

2. Apakah yang menjadi tujuan serta visi dan misi HMI dalam perjalanan 

organisasinya? 

3. Peran penting apa yang dipegang oleh Himpunan Mahasiswa Islam dalam 

menjalankan fungsinya sebagai agent of social control? 

4. Sejauh mana keterlibatan HMI dalam merespon setiap aktivitas pemerintah 

di tahun 2020? 

5. Bagaimanakah pandangan HMI terhadap pemerintah dalam  pelaksanaan 

kebijakan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19?  

6. Bagaimana pandangan HMI akan adanya perbedaan pandangan yang terjadi 

di masyarakat akibat dari pelaksanaan pilkada 2020? 

7. Apa sikap yang dilakukan HMI sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah 

terkait kebijakan pilkada 2020? 

8. Bagaimana cara HMI dalam mengontrol kondisi di masyarakat agar tetap 

melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah? 

9. Apakah cara yang dilakukan HMI dalam mengontrol kondisi sosial 

dimasyarakat berhasil? 

10. Sejauh mana tingkat keberhasilan HMI dalam mempengaruhi pemerintah 

untuk tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan 

masyarakat? 
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Lampiran 2 

Data Informan 

1. Nama    : Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. 

Domisili   : Jakarta 

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan 

Presiden Republik Indonesia 

Tanggal Wawancara  : 30 Agustus 2022 

 

2. Nama    : Yusa Farchan, S.Sos., M.Si 

Domisili   : Cibubur 

Pekerjaan/Jabatan        : Pengamat Politik Citra Institute dan Ketua     

Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Universitas Sutomo. 

Tanggal Wawancara  : 10 April 2022 

 

3. Nama    : Arya Kharisma Hardy 

Domisili   : Jakarta  

Pekerjaan/Jabatan  : PJ Ketua Umum PB HMI 2018-2020 

Tanggal Wawancara  : 23 April 2022 
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Lampiran 3 

Transkrip Wawancara 

Subjek  : Yusa Farchan, S.Sos., M.Si 

Tanggal : 10 April 2022 

Lokasi  : Sekretariat Yayasan Citra Adhikari Nusantara 

 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

pada tahun 2020 ? 

Jawab : Secara umum banyak catatan dan evaluasi terutama bidang 

politik dan bidang hukum sekalipun kemarin indeks demokrasi kita naik 

yang baru dirilis oleh beberapa lembaga pemerintahan tingkat nasional tapi 

sebetulnya kan muncul ironi dan itu sebetulnya atmosfernya mulai tidak 

kita rasakan di periode kedua bapak Jokowi dan Maruf Amien. Kalau kita 

bicara dalam konteks tahun 2020 sebetulnya banyak pr terutama dalam 

bidang politik dan hukum ya, nah 2020 kemarin kan kita disuguhkan 

dalam bidang politik ini ada pelaksaan pemilu kepala daerah yang 

dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sekalipun secara umum ini 

banyak ahli politik kan mengklaim bahwa pelaksanaan pilkada kemarin 

cukup sukses ya dengan beberapa indikator dan dianggap memang secara 

umum berhasil karena dilakukan ditengah pandemi covid, tapi kalau kita 

melihat secara kritis sebetulnya kan pelaksanaan pilkada di 9 Desember 
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2020 kemarin itu kan sebetulnya merefleksikan kehendak kepentingan 

elite daripada kepentingan publik secara luas. Kenapa demikian paling 

tidak ada dua argumentasi mendasar ya, pertama, dari perspektif elite tentu 

kita harus melihat bahwa pilkada ini kan harus kita baca dalam konteks 

arus kas masuk. Arus kas masuk yang saya maksud adalah semua partai 

politik ini berpotensi mendapatkan logistik daripada kandidat kepala 

daerah sehingga momentum pilkada mau tidak mau wajib dan harus 

dilaksanakan karena sekali diundur berarti momentum arus kas masuk itu 

menjadi hilang atau menjadi tertunda kalau pilkadanya juga ditunda, jadi 

singkat kata bahwa momentum emas bagi partai politik tersebut itu tidak 

perlu dihilangkan sehingga memang kita bisa melihat bagaimana sikap 

elite politik untuk memaksakan pilkada meskipun saat itu siatuasi covid 

kita kan sedang sangat tinggi sekali ya masyarakat yang terkonfirmasi 

positif covid. Nah yang kedua, tentu dari perspektif kandidat kepala daerah 

juga kan dihadapkan pada situasi yang dilematis mereka sudah menempuh 

proses kandidasi atau pencalonan yang bahkan dimulai sejak tahapan awal 

pilkada, nah tiba-tiba di tengah ini kalau diundur juga kan memunculkan 

problem tersendiri bagi mereka jadi cost yang telah mereka keluarkan 

terancam mubazir atau hilang kalau pilkadanya tidak jadi dilaksanakan. 2 

argumentasi mendasar itulah kemudian saya bisa simpulkan bahwa 

sebetulnya pilkada 2020 itu lebih merefleksikan kehendak kepentingan 

elite daripada kepentingan publik secara luas, karena apa? Karena saat itu 

juga beberapa civil society ya teman-teman NU, teman-teman 
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Muhamadiyah, teman-teman Ormas yang lain ini mayoritas menolak 

pilkada 2020. Sekarang terbalik, pemerintah sepertinya masih bersikeras 

pemilu diundur sementara masyarakat menginginkan pemilu tetap di 2024 

jadi keadaanya relatif terbalik saat ini. 

2. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat era Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo di tahun 2020? 

Jawab : Ya secara umum banyak catatan tadi ya, kalau kita mengacu pada 

indeks demokrasi kita atmosfer yang kita rasakan hari ini kan memang ada 

penurunan terutama menyangkut kebebasan sipil, kita lihat beberapa aksi 

teman-teman mahasiswa kan lebih banyak disikapi secara represif oleh 

rezim atau oleh negara sehingga memunculkan situasi yang tidak 

bersahabat terkait dengan ekspresi kebebasan sipil itu atmosfer yang kita 

rasakan sekalipun dihadapkan pada temuan survei misalnya yang 

mengklaim bahwa justru kehidupan atau kebebasan sipil relatif lebih 

meningkat. Ya menurut saya justru inilah paradoksnya, ironinya disitu, 

jadi kita sendiri pun kan bisa merasakan itu betapa orang sangat takut 

sekali untuk mengekspresikan pendapat terutama di medsos dengan 

ancaman UU ITE, dengan ancaman pidana dan lain sebagainya sehingga 

membuat orang menjadi takut sementara kita sudah menikmati periode 

reformasi itu sejak 1998 sampai hari ini. Nah mestinya ini yang menjadi 

catatan terutama buat pak presiden jokowi kalau memang beliau punya 

komitmen yang utuh, yang kuat terhadap agenda rekonsolidasi demokrasi. 



104 
 

3. Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan 

pilkada sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat? 

Jawab : Ya begini memang kita melihatnya harus secara objektif ya, 

momentum politik itu memang memberikan efek terutama sektor 

ekonomi, kita sudah tahu bahwa pilkada berarti ada aliran uang bukan 

hanya APDB atau APBN tetapi juga logistik para kandidat itu yang punya 

efek terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun sedikit atau sekalipun tidak 

terlalu signifikan tetapi itulah yang bisa dirasakan masyarakat karena ini 

menang sudah menjadi semacam budaya politik bahwa kandidat kepala 

daerah itu tidak mungkin kosongan ya, paling tidak untuk memenangkan 

Bupati atau Walikota dia harus punya paling tidak 25 sampai 50 milyar 

kalau Gubernur mungkin sekitar 100 sampai 500 milyar nah artinya ada 

perputaran uang disitu kan oleh karena itulah momentum pilakada juga 

disisi lain ini sebetulnya juga melahirkan efek pertumbuhan ekonomi itu 

sekalipun tidak signifikan. Nah tetapi kalau dibaca secara umum tentu 

kalau 2020 kita harus melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat pada 

saat itu ya secara sosial kita dihadapkan pada sistuasi covid yang 

situasinya tidak seperti saat ini karena sudah mulai mereda kalau dulu kan 

memang kenapa civil society ini ramai-ramai menolak karena 

dikhawatirkan pemungutan suara itu berpotensi menjadi claster baru 

munculnya titik-titik baru covid19 sehingga teman-teman ramai-ramai 

menolaknya, tapi kita lihat pemerintah dan mayoritas elite partai politik 

memaksakan supaya pilkada tetap terselenggara nah tapi secara umum 
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memang hasilnya kita sudah melihat pilkada sudah selesai relatif tidak ada 

masalah sekalipun masih ada catatan disana sini. Jadi kalau saya 

berpendapat bahwa memang pilkada sekali lagi lebih merefleksikan 

kehendak elite politik daripada kepentingan publik secara luas pada saat 

itu 2020, secara legal ya saya kira tidak ada masalah karena kan memang 

sudah ada payung hukumnya yang mengatur soal pergeseran tanggal itu 

Desember tanggal 9 itu. 

4. Siapa saja aktor yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan 

pilkada tahun 2020 selain Presiden? 

Jawab : Tentu DPR ya, karena kewenangan itu ada pada DPR terutama di 

teman-teman komisi II yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi 

partai politik yang ada di parlemen semuanya sepakat untuk tetap 

melaksanakan pilkada ya saya kira tidak ada yang bisa membendung 

karena memang kewenangan itu ada di selain pemerintah kan DPR 

terutama fraksi-fraksi partai politik dan partai politik perlu diingat 

memang mereka jadi satu-satunya instrumen rekrutmen politik. Jadi mau 

masyarakat menolak setiap hari demo seratus kali ya kalau senayan tetap 

berkehendak jalan ya jalan jadi tidak ada yang bisa mengahalangi mereka. 

5. Seberapa besar pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah? 

Jawab : Pengaruhnya cukup kuat ya, satu sisi memang pilkada berhasil 

menjaga sustainability kepemimpinan politik kepala-kepala daerah jadi 
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tidak perlu PJ tidak perlu kekosongan kepala daerah. Tetapi, sisi lain yang 

kemarin kita sayangkan tetap pilkada di era covid kalau kita bicara dalam 

konteks politik transaksional pilkada di era pandemi ini disisi lain justru 

melahirkan standar cost sendiri bagi para kandidat kepala daerah karena 

dalam situasi pandemi orang berharap terhadap sikap pemerintah dalam 

memberikan insentif yang bisa menolong mereka dalam situasi terganggu 

secara ekonomi. Hadirnya kandidat akan dilihat juga demikian, artinya 

begini masyarakat juga akan melihat oh ini momentum ya, momentum 

emas untuk mengerjain “kepala-kepala daerah atau kandidat kepala 

daerah” mumpung mereka nyalon kapan lagi kira-kira seperti itu. Jadi ini 

juga tidak bisa disalahkan begitu saja soal perspektif masyarakat yang 

melihat bahwa pilkada ini ya momentum emas juga untuk memperbaiki 

“gizi” dalam tanda kutip seperti itu, mungkin dengan melibatkan diri 

sebagai timses, melibatkan diri sebagai perangkat kampanye, dan lain 

sebagainya sehingga berpotensi mendapatkan aliran logistik itu. 

6. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk tetap 

melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19? 

Jawab : Pemerintah kita lihat sekalipun ditolak oleh mayoritas masyarakat 

sipil tetapi pelaksanaan pilkada di 2020 ini tetap harus dilihat untuk 

menjaga kesinambungan kepemimpinan politik kepala-kepala daerah tadi. 

KPU saat itu dengan perangkatnya sampai kebawah merasa sangat yakin 

bisa melaksanakan pilkada sekalipun dengan cost yang cukup tinggi 

karena banyak anggaran yang terserap di perangkat atau alat prokes mulai 
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dari masker dan lain sebagainya yang sebetulnya itu kan komponen-

komponen yang tidak perlu ada kalau pilkada dilaksanakan dalam situasi 

normal, tetapi pemerintah tetap kekeuh dan secara anggaran tidak ada 

masalah kemarin. Cuma yang kita sayangkan memang yaitu tadi lebih 

memaksakan diri atau mengambil kebijakan didasarkan pada kepentingan 

elite politik daripada kepentingan masyarakat secara umum. 

7. Apa yang menjadi indkes keberhasilan dari suatu pemerintahan? 

Jawab : Indeks keberhasilan dari pemerintahan saya kira banyak ya, tetapi 

yang paling prinsipil kan sebelum presiden terpilih dalam setiap kampenya 

kan mereka punya program sejauh mana program-program itu bisa di 

laksanakan pada saat mereka memegang kekuasaan. Nah sekarang tinggal 

kita lihat saja berbagai indikatornya kalau dulu pak Jokowi misalnya 

menyuguhkan program nawacita sekarang bagaimana kondisinya sampai 

sekarang ini, tentu indikator-indikator itu harus kita lihat secara objektif 

tidak bisa kita pukul rata kita harus by case dalam hal apa dulu kan seperti 

itu.  

8. Apa yang menjadi catatan penting untuk Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo selama setahun pemerintahannya di tahun 2020? 

Jawab : 2020 kan berarti masuk periode ke-2 setelah pak Jokowi di lantik, 

kalau tadi saya bilang banyak pr di bidang politik dan hukum, mesti ini 

harusnya menjadi catatan penting ya apalagi kan sekarang kita dihadapkan 

pada wacana penundaan pemilu. Tetapi secara umum kembali ke tahun 
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2020 kemarin dengan indikator atau pelaksanaan pilkada kemarin saya 

kira ini juga menjadi catatan tersendiri ya, memang kita melihat optimisme 

publik yang ingin dibangun. Jadi begini, pemerintah punya perspektif lain 

bagaimana menghadirkan pilkada ini sebagai instrumen untuk membangun 

optimisme dalam menyelesaikan pandemi, itu pesan yang ingin kita 

tangkap dari pemerintah. Tetapi, ekspetasi publik kan juga tidak sebatas 

itu tetapi adalah bagaimana pilkada di era pandemi ini bisa dilakukan 

secara lebih berkualitas, nah faktanya kan pilkada 2020 juga tidak jauh 

berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang penuh dengan catatan 

terutama dari sisi penguatasn demokrasi misalnya terkait dengan politik 

transaksional, politik uang atau money politic, keberpihakan KPU, 

independen sikap KPU yang dipertanyakan dan sebagainya. Jadi saya kira 

tidak jauh berbeda antara pilkada 2020 dengan pilkada-pilkada yang 

sebelumnya, saya kira ini menjadi catatan penting dibidang hukum juga 

saya kira kita melihat kan pelemahan KPK secara kelembagaan dan 

sebagainya, kemudian kasus-kasus HAM yang belum tuntas secara 

maksimal kemdudian indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan 

berekspresi atau kebebasan sipil. Belum lagi juga pr-pr yang lain disektor 

energi, disektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain 

sebagainya ini juga sebetulnya juga masih banyak catatan. Kita masih 

menunggu ya pak Jokowi masih punya waktu sampai 2024 tentu kita 

berharap beliau meninggalkan delegasi yang baik atau mewariskan sesuatu 

yang baik bagi pemerintahan selanjutnya. 
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Transkrip Wawancara 

Subjek  : Arya Kharisma Hardy  

Tanggal : 23 April 2022 

Lokasi  : Zoom Meeting (Online) 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam? 

Jawab : Berbicara terkait sejarah HMI, memang berangkat dari keresahan 

salah satu mahasiswa di daerah Yogyakarta sana kalau sekarang UII 

namanya kalau dulu Sekolah Tinggi Islam dimotori oleh Professor Lafran 

Pane dan ada sekitar 8 orang teman-temannya. Memang melihat kondisi 

pasca kemerdekaan kita pada saat itu melihat bahwa kelompok-kelompok 

islam yang tidak terintegrasi dan tidak terorganisir dengan baik dan disusul 

juga dengan persoalan budaya, budaya yang pada saat itu dianggap 

cenderung agak menjauh dengan nilai-nilai persoalan keislaman maka 

Lafran Pane dan 9 temannya itu mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam. 

Pada sejarah berdirinya dahulu memang juga terjadi beberapa penolakan-

penolakan. Namun, semangat dari mahasiswa yang bernama Lafran Pane 

ini tidak pantang surut dan pada 5 Februari 1947 berdirilah Himpunan 

Mahasiswa Islam untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Memang terkait 

sejarahnya itu juga berangkat dari mengintegrasikan atau membuat satu 
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gerakan mahasiswa yang berlatar belakang islam ini menjadi satu gerakan 

yang kolektif berbicara tentang kebangsaan, keislaman, keindonesiaan.  

2. Apakah yang menjadi Tujuan serta Visi Misi dari HMI dalam 

perjalanan organisasinya? 

Jawab : Karena berangkat dari 2 konsentrasi persoalan itu, yaitu 

keislaman dan keindonesiaan. Secara tekstual tujuan HMI itu tercantum di 

dalam Anggaran Dasar HMI yaitu “Terbinanya Insan Akademis Pencipta, 

Pengabdi yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab Atas 

Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang di Ridhoi Allah SWT”. 

Turunan dari tujuan tersebut sebenarnya secara status yaitu teman-temang 

yang tergabung ini memang mahasiswa, tentunya bagaimana organisasi ini 

itu hadir untuk mempertajam kapasitas, kemampuan, keilmuan dari 

mahasiswa tersebut baik sesuai dengan bidang keilmuan yang dia tempuh 

maupun juga modal-modal pada disiplin ilmu lainnya. Sehingga kader-

kader HMI memiliki kemampuan yang cukup komperhensif untuk melihat 

berbagai persoalan dari berbagai macam perspektif. Dan disisi lain, 

diharapkan dari tujuan HMI yang tadi saya sebutkan juga mampu 

menciptakan berbagai lokasi sesudah itu mengkombinasikan sehingga 

melahirkan gagasan-gagasan baru dan tentunya juga menjadi pemecah 

kebuntuan persoalan yang ada di sekelilingnya, sekeliling kader HMI itu 

sebagai sosok yang mampu memecah kebuntuan di tengah berbagai 

persoalan yang hari ini multidimensional, dan tentunya semua gerak dan 

arah dari langkah-langkah kader HMI baik secara organisasi maupun 
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secara individu tetap harus berpegang pada perosalan nilai-nilai tentunya 

nilai-nilai keislaman dan semua itu juga bertitik tumpu pada persoalan 

bahwa terwujudnya masyarakat adil dan makmur itu juga menjadi 

tanggung jawab seorang kader HMI yang sering kita dengar itu kalau 

gramsci bilang sebagai intelektual organik, yang kapasitas keilmuan serta 

pengalaman yang dia punya itu tidak hanya pada persoalan transfer ilmu 

pengetahuan tetapi lebih kepada pertanggung jawaban keilmuan tersebut 

bagi yang ada di sekeliling dan ruang lingkup masyarakat yang ada di 

sekitarnya. Kurang lebih seperti itu kalau terkait persoalan dari tujuan 

Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi rangkaian turunan dari tujuan-tujuan 

tersebut adalah untuk mengisi kemerdekaan diawali mempertahankan 

kemerdekaaan dan meninggikan derajat umat islam yang ada di Indonesia.  

3. Peran penting apa yang di pegang oleh Himpunan Mahasiswa Islam 

dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of social control? 

Jawab : Kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang mutlak terkait dengan 

kekuasaan itu juga akan melahirkan dampak negatif dari kekuasaan itu 

sendiri. Seperti, abuse of power dan lain-lainnya. Oleh karenanya peran 

yang melekat pada mahasiswa selain agent of change, agent of social 

control, iron stock dan lain-lainnya itu memang harus diambil oleh 

mahasiswa peran tersebut dan walaupun dinamis ya pada periode-periode 

tahun-tahun sejarah yang kita sudah kita lalui tentunya naik turun. Tetapi, 

dalam konteks menjaga atau menjalankan peran HMI sebagai agent social 

control ini memang bisa kita lakukan dalam mungkin berbagai macam 
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manivestasinya dan bentuknya di lapangan. Ada semisalnya kalau dulu itu 

organisasi yang modern itu dianggap organisasi yang bisa melakukan yang 

namanya pengkaderan, sesudah itu mampu mengkonsolidir opini dan 

masa. Namun, hari ini seiring dengan perubahan sosial, perubahan 

teknologi juga tentunya kader HMI itu dipaksa untuk terus beradaptasi 

dengan perkembangan zaman yang perubahannya itu cepat dan sulit 

dihitung arahnya yang orang sebut dengan Era Vuca ini. Apa yang sudah 

di lakukan teman-teman HMI selama ini yang berkaitan dengan Agent of 

Soscial Control ini salah satunya adalah transfer informasi melalui tulisan-

tulisan yang dimuat di media sosial atau dengan melalui forum-forum 

diskusi, dan dengan mengahadirkan berbagai macam pemateri yang multi 

dimensi  sehingga mahasiswa dan masyarakat itu mampu mendapatkan 

informasi yang utuh sehingga kita mampu melahirkan satu kesimpulan 

bersama tentang berbagai persoalan yang ada di bangsa ini. Ataupun, dia 

(HMI) pada opsi terakhir sering kita sebut sebagai ultimum remedium. 

Obat terakhir yaitu turun kejalan, ke lapangan menyampaikan aspirasi dan 

kritiknya terhadap berbagai persoalan yang ada di bangsa ini. 

4. Sejauah mana keterlibatan HMI dalam merespon setiap aktivitas 

pemerintah di tahun 2020? 

Jawab : Itukan masa-masa awal terkait pandemi Covid-19, nah HMI juga 

di sisi lain mengkritisi terkait pola dan cara pemerintah melakukan 

penanganan Covid-19. Namun di sisi lain juga teman-teman dari PB HMI 

itu juga melakukan kerja-kerja yang tentunya meringankan kerja 
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pemerintah, juga membantu masyarakat untuk sama-sama mengahadapi 

persoalan Covid-19. Bisa dilihat di awal-awal dari pandemi covid 

mungkin di 2020an mungkin nanti bisa di cross check, pada saat itu tidak 

banyak oraganisasi-organisasi yang melakukan kegiatan terkait dengan 

penanganan covid. Tetapi disitu HMI adalah salah satu organisasi yang 

ada di Indonesia ini yang melakukan di awal itu tracing atau pencegahan 

awal, makanya pas waktu itu saya mengadakan rapid test gratis itu dokter-

dokter umum rumah sakit pun banyak yang pada saat itu melakukan 

pengecekan di acara HMI yaitu pada saat itu di selenggarakan di 

Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Di sisi lain juga 

banyak muncu persoalan pada masalah kedaulatan ekonomi di wilayah 

BUMN, kita waktu itu mengkritisi terkait persoalan Jiwasraya yang kita 

kejar terus menteri BUMN itu untuk melakukan perapihan terhadap 

BUMN-BUMN yang ada sehingga hadirnya BUMN itu justru mensupport 

bukan menjadi beban negara tersendiri, yang kalau kita compare 

sebenarnya di berbagai negara di dunia yang menganut sistem demokrasi 

itu sebenarnya jarang yang memiliki BUMN. Negara-negara yang punya 

BUMN itu lebih kepada negara-negara yang sifatnya d bisa dibilang 

tersentral kekuasaannya atau orang sebut dengan otoriter. Kritikan-kritikan 

kita itu selalu kita cuatkan di publik sehingga menjaga semangat menteri 

terkait juga untuk tetap berjuang merapihkan kerjaan-kerjaanya, itu terkait 

jiwasraya. Dan kita juga pada saat itu meminta kepada menteri BUMN 

untuk bisa menyelesaikan terkait kedaulatan pada wilayah kesehatan kita, 
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karena pada saat itu kita itu bertumpu pada luar, betumpu pada impor-

impor barang kesehatan dari luar negeri. Responnya cukup baik memang 

pada saat itu menteri Erick Tohir itu langsung berbicara tentang produk-

produk medis dalam negeri. Juga kami pada saat itu berbicara persoalan 

tenaga kerja asing yang cukp meresahkan di masa pandemi yang mana 

tenaga kerja kita di dalam negeri sekian juta itu jobless, sekian juta itu 

berhenti bekerja, di sisi lain ada mobilisasi dari luar masyarakat dunia 

yang masuk ke Indonesia pada saat itu kalau tidak salah dari China yang 

masuk ke kalimantan. Makanya ada satu statement saya di beberapa media 

pada saat itu saya lihat cukup ramai di respon oleh masyarakat, bisa saya 

lihat dari pembacanya dan komentar-komentarnya terkait persoalan itu, 

saya sampaikan begini pada saat itu “kera dihutan disusui, anak sendiri 

dirumah mati kelaparan”, nah itu ramai dan ribuan orang yang share berita 

itu. Sehingga pada saat itu sempat diredam, sempat berhenti. Namun, 

pasca dari situ sempat masuk kembali dengan jumlah-jumlah yang 

sebenarnya pun rilis dari pemerintah juga tidak terbuka berapa jumlahnya, 

inikan juga menjadi persoalan dan cukup melukai hati masyarakat 

Indonesia di tengah kita sedang menghadapi pandemi Covid-19. Juga pada 

saat itu kalau tidak salah menjelang pesta demokrasi di 2020 berbicara 

juga tentang kepala-kepala daerah yang terlibat dengan kasus narkoba dan 

lagi juga merupakan persoalan dunia maka kita juga mengkritisi persoalan 

tersebut, dan yang lainnya saya ingat itu saya sempat hampir 2-3 minggu 

saya ngerunning tentang persoalan harga BBM yang melambung tinggi 
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pada saat itu, jadi seperti pukulan combo pada saat itu disisi lain kita 

dihadapkan dengan tantangan kesehatan yang turunannya adalah persoalan 

lapangan kerja, turunannya itu juga menjepit ekonomi kita. Di sisi lain 

juga masyarakat juga di timpa kembali dengan naiknya harga BBM, waktu 

itu sempat beberapa kali saya samapaikan dengan angle yang soft dan baik 

saya meminta Presiden untuk memenuhi janjinya terkait penurunan harga 

BBM karena beliau sempat berstatement kalau tidak salah nanti mungkin 

bisa di cek di media-media. Kurang lebih yang saya ingat itu terkait 

respon-respon dan kritik-kritik PB HMI di 2020, namun memang yang 

paling kontras adalah pada saat itu kita meminta bagi para pemenang 

pilkada tidak bereuforia dalam wujud pengerahan masa, karena kita 

menjaga persoalan dari tantangan Covid-19 dan anjuran pemerintah pada 

saat itu.  

5. Bagaimanakah pandangan HMI terhadap pemerintah dalam 

pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19? 

Jawab : Terkait pelaksanaan pilkada serentak pada saat itu PB HMI dalam 

posisinya itu tidak menolak, namun juga kita justru menyarankan kepada 

pemerintah untuk dapat melakukan pencegahan-pencegahan dini agar 

proses demokrasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kenapa pada saat itu 

PB HMI tidak melakukan penolakan atas pilkada serentak di 2020 yang 

hari itu juga di laksanakan di masa pandemi, saya sempat juga melihat atau 

mendapatkan data walaupun data itu susah untuk kita cari di 2019 itu 

angka mortalitas di Indonesia itu 1,7 namun dari Januari sampai Mei 
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angka kematian kita itu diangka 600 belum setengah dari tahun 2019. 

Itulah compare kami maka lihat persoalan pandemi di waktu itu tidak 

terlalu berdampak pada angka mortalitas di Indonesia per Januari sampai 

Mei karena kebelakangan angka-angka kematian maortalitas yang utuh 

sulit untuk di akses, yang saya dapatkan itu di jakarta. Beberapa bulan di 

tahun 2019, dibulan April atau Mei dengan bulan yang sama di 2020 di 

masa pandemi ternayata itu pada bulan-bulan itu turun. Ini yang kami lihat 

bahwa kami hitung pada saat itu tidak mempengaruhi angka mortalitas. 

Misalnya sebelum pandemi di jakarta kalau di rata-rata angka kematian itu 

sekiatr 4000an dan tidak ada pandemi, di bulan-bulan pandemi itu turun. 

Itulah menjadi kesimpulan kami bahwa ketika hari itu tidak mempengaruhi 

angka mortalitas makanya ini bisa jadi satu obat di masyarakat karena ini 

pesta demokrasi juga akan memompa persoalan perekonomian dengan ada 

yang cetak baju, cetak banner segala macam itu akan mendorong 

pergerakan ekonomi, sehingga pada saat itu HMI lebih mencegah kepada 

persoalan misalnya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan dan pada 

saat itu kami mengundang Mendagri, Ketua Komisi II, Bawaslu RI, dan 

KPU RI kami undang. Kami berdiskusi disitu tentang persoalan pilkada di 

tengah pandemi ini dan setelah saya mendengar dan juga saya 

menyampaikan beberapa data dan informasi yang saya punya, saya 

meminta pada saat itu untuk bisa melakukan kanalisasi atau tindakan-

tindakan preventif untuk mengurangi penyebaran covid pada saat itu. Itu 

kalau terkait pilkada posisi PB HMI pada saat itu, kita tidak menolak 
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tetapi kita lebih kepada memberikan pandangan dan meminta kepada 

pemerintah untuk membuat rules atau pagar supaya untuk diatur 

sedemikian rupa meminimalisir proses penyebaran Covid-19 dan itu juga 

kita ukur atau compare dengan persoalan angka mortalitas. Cukup sulit 

memang pada saat itu untuk di cari, karena yang muncul itukan data 

kematian 50, 30 seperti itu. Misalnya, perhari ini 20 orang yang meninggal 

karena pandemi covid padahal kalau teman-teman compare dengan 2019 

itu 1,7. 

6. Bagaimana pandangan HMI akan adanya perbedaan pandangan 

yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan pilkada tahun 2020? 

Jawab : Kita hidup di alam demokrasi, terkait perbedaan pandangan itu 

sesuatu yang akan terus terjadi. Oleh karenanya tentunya kita 

menyikapinya sebagaimana kita sebagaimana masyarakat atau warga 

negara yang secara mekanis negar aini di gerakkan dengan sistem 

demokrasi, kita hanya menyampaikan pandangan-pandangan kita di media 

juga melalui forum-forum diskusi, ini juga bagian dari mensikapi 

perbedaan pandangan terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi 

pada saat itu. Cuma balik lagi kita juga sudah coba mengukur semaksimal 

mungkin walaupun hitungannya juga berbasis data kebelakang, karena kita 

juga hanya menerka-nerka dengan informasi data yang kita punya 

sebelumnya. Tetapi itu hal yang wajar di negara demokrasi itu hal yang 

wajar, namun prinsipnya pada saat itu kita terus mendukung keputusan 
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DPR dan pemerintah untuk melakukan pencegahan pada penyelenggaran 

pesta demokrasi di 2020. 

7. Apa sikap yang dilakukan HMI sebagai kontrol sosial terhadap 

pemerintah terkait kebijakan pilkada tahun 2020? 

Jawab : Kita lebih kepada pencegahan, meminta pemerintah untuk 

melakukan dengan terukur dan teratur mengenai sistem pelaksanaan yang 

berkesesuaiaan dengan kondisi pada hari itu yaitu di masa pandemi. Kita 

juga mengumpulkan berbagai stakeholder untuk duduk bersama dan saling 

bertukuar pandangan atas tantangan yang akan kita hadapi bersama di 

2020. Kita lebih kepada wilayah transfer informasi pandangan-pandangan 

terkait persoalan pilkada dan pandemi di 2020 tersebut. 

8. Bagaimana cara HMI dalam mengontrol kondisi di masyarakat agar 

tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah? 

Jawab : Berbicara sosial ini kan juga berbicara mengenai sumber daya 

manusia, berbicara tentang arus informasi yang masuk. Teman-teman HMI 

lebih kepada melakukan sosialisasi di daerah dengan struktur HMI ada 

Kohati ada teman-teman yang lain juga teman-teman di LK HMI yang 

terus melakukan kerja-kerjanya dengan menyebarkan misalnya hal-hal 

yang berkaitan tentang kesehatan. Sehingga informasi yang kita drop ke 

masyarakat ini sebagai satu cara untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait mensikapi dan mengahadapi kebijakan pemerintah pada 

saat itu, karena kita ketahui bersama berbicara demokrasi tentunya kan kita 
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berbicara tentang sumber daya manusia karena berawal dari kepala-kepala 

tiap warga masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Makanya kita 

selalu masuk kepada persoalan transfer-transfer informasi dan sosialisasi 

tentang penanganan pandemi covid. Itu yang saya taruh di depan kemarin 

tim dari LK HMI pada saat itu. 

9. Apakah cara yang dilakukan HMI dalam mengontrol kondisi sosial di 

masyarakat berhasil? 

Jawab : Saya lihat dalam beberapa wilayah apa yang dilakukan teman-

teman inikan sebenarnya beriringan dengan apa yang dikerjakan pada 

pemerintah pada saat itu. Pada akhirnya juga kita melalui tahapan pesta 

demokrasi itu juga menurut saya juga tidak teralu buruk dan proses 

regenerasi kepemimpinan di tiap daerah itu juga dapat berjalan dengan 

baik, karena berbicara suatu negara yang menghadapi tantangan kesehatan 

kita juga tidak bisa menampikkan dimensi-dimensi lainnya. Terutama 

kesehatan ini berkaitan dengan ekonomi juga berkaitan dengan efektivitas 

dan kerja keras pemerintah pusat maupun daerah-daerah, daerah-daerah 

inilah yang dihasilkan melalui proses pilkada kemarin ini juga dianggap 

sebagai satu energi baru untuk menghadapi tantangan besar bersama kita 

ini yaitu Covid-19.  

 



120 
 

10. Sejauh mana tingkat keberhasilan HMI dalam mempengaruhi 

pemerintah untuk tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan 

keinginan masyarakat? 

Jawab : Dalam beberapa hal respon teman-teman HMI dan kita juga 

menggalang kawan-kawan yang lain itu direspon dengan baik, misalnya 

tentang persoalan kedaulatan kesehatan itu tadi saya bilang, kedaulatan 

alat medis kita, kita mampu menghasilkan alat medis kita sendiri, juga 

persoalan respon dari pemerintah Menteri BUMN tentang perapihan 

BUMN yang pada saat itu berkaitan dengan jiwasraya juga direspon 

dengan sangat baik. Tetapi dalam beberapa hal juga tetap pemerintah 

melakukan skema dan putusannya. Seperti contoh misalnya waktu itu 

kenaikan harga bbm, kenaikan harga bbm itu selalu kita tekan untuk 

pemerintah tidak menaikan pada saat itu cuma range waktunya saja. 

Mereka juga menghitung tentang kekuatan ekonomi negara mereka 

imbangi dengan persoalan harga minyak dunia pada saat itu, walaupun 

turun tetapi itu ada rentang waktunya ini juga berkaitan tentang harga 

minyak dunia. Kita dalam kondisi tertentu hanya bisa melakukan kritik, 

menyampaikan saran dan pandangan yang hasil kajian dari teman-teman 

yang ada di HMI juga dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat 

yang bisa kita lihat beredar di media sosial maupun media elektronik 

lainnya yang bisa kita tarik sebagai satu simpulan dini, kita support juga 

dengan diskusi-diskusi di internal HMI pada saat itu. 
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Transkrip Wawancara 

Subjek  : Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. 

Tanggal : 30 Agustus 2022 

Lokasi  : Universitas Nasional 

 

1. Mengapa Pemerintah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai 

tanggal pelaksanaan Pilkada? Mengapa tidak tanggal lainnya? 

Jawab : Tentu tidak lain bagaimana pada kesiapan perangkat penyelenggara 

di daerah masing-masing dan menyangkut 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 

Kota. Terutama baik kesiapan penyelenggara, pengawas, maupun kesiapan 

peserta dalam hal ini adalah pasangan calon terkait kondisi kita masih 

menghadapi pandemi, sampai dianggap relatif aman maka barulah diputuskan 

pada 9 Desember dan tentu tidak mungkin juga berlama-lama dengan 

bersama-sama menjaga prokes pada akhirnya semua bisa berjalan relaif baik 

dan hasilnya juga menggembirakan kemudian kita juga berhasil 

mempertahankan stabilitas dari siklus penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Meskipun, kita menghadapi pandemi yang luar biasa, ini suatu prestasi untuk 

semuanya terutama untuk penyelenggara, KPU, KPUD dan pemerintah 

memberikan apresiasi yang luar biasa dan berterima kasih pada seluruhnya 

kepada peserta dan tentu juga masyarakat yang benar-benar sadar akan 

pentingnya menjaga prokes. Walaupun satu atau dua ada mengalami kasus 
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saya kira itu wajar karena tidak ada yang sempurna tetapi hal tersebut segara 

diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada saat itu.  

2. Tujuan utama apa yang ingin dihasilkan pemerintah dari 

pelaksanaan Pilkada tahun 2020? 

Jawab : Pemerintah berpegang pada asas demokrasi, asas yuridis. Karena 

menegakan demokrasi itu ada regulasinya. Siklus mekasnisme, siklus 

konstitusional yang dalam pilkada 5 tahun sehingga kalau hal tersebut di 

tunda-tunda akan menimbulkan hal yang kurang baik bagi legitimasi 

pemerintahan. Serta memberikan kepastian hukum dan kepastian status 

pemerintahan sehingga semua program dapat berjalan dengan baik, tentu 

dimanapun tidak ada pemerintah yang memiliki niat jahat pasti memiliki niat 

yang baik. Tetapi, satu keyakinan bahwa pemerintah beritikad baik, 

pemerintah punya tanggung jawab bepegang pada peraturan perundangan 

untuk menyelenggarakan pilkada pada wakunya sehingga siklus mekanisme 

kepemimpinan dan pemimpin yang diteliti dari calon pasangan daerah terpilih 

secara demokratis, jujur, adil, dan legitimatif.  

3. Dari hasil pelaksanaan Pilkada tahun 2020, apakah tujuan yang di 

tetapkan pemerintah sudah tercapai? 

Jawab : Kita berbicara soal keberhasilan penyelenggara pemilu, ukuran 

keberhasilan itu pertama adalah keamanan dan ketertiban. keamanan sudah, 

ketertiban sudaah, tepat waktu sudah, terpilihnya pemimpin yang pada 

umumnya merupakan orang-orang yang terpilih secara demokratis dan sudah 
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melalui proses selekasi sesuai dengan peratuan perundangan melalui pasangan 

calon kepala daerah dan juga ada yang calon independen. Dari ukuran itu 

pemerintah memandang bahwa pelaksanaan pilkada yang lalu relatif baik dan 

stabilitas pemerintahan seperti yang sampai hari ini terjaga dengan baik. 

Pemilih rata-rata diatas 60% sehingga partisipasi masyarakat juga tinggi 

walaupun menghadapi situasi yang luar biasa pada waktu itu. 

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan tanggal pasti 

pelaksanaan Pilkada tahun 2020? 

Jawab : Penetapan tersebut tidak serta merta kebijakan pemerintah, dalam hal 

ini pemerintah Presiden telah mendelegasikan melalui asas dekonsentrasi 

kepada menteri dalam negeri mempunyai tugas untuk melakukan konsultasi 

dengan Komisi II DPR karena atas dasar itu Komisi II DPR mengundang KPU 

RI, Bawaslu RI disitulah dilakukan rapat kerja dan rapat kerja tersebut 

menghasilkan keputusan-keputusan yang telah melalui diskusi yang panjang. 

Sehingga pelaksanaan Pilkada itu adalah keputusan bersama para stakeholder 

dalam pemerintah yang di endorse oleh pemerintah, itulah inisiatif pemerintah 

dengan menghormati semua stakeholder baik legislatif, DPR RI Komisi II 

khususnya, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas. 
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5. Kapan waktu pembahasan antar lembaga dilakukan dalam 

menetapkan waktu pelaksanaan pilkada? Apakah sekali atau 

dilakukan beberapa kal pembahasan? 

Jawab : Yang saya tahu itu sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, 

dilakukan rapat kerja dan sebelum rapat kerja dilakukan rapat dengan 

pendapat umum dengan masyarakat boleh menyampaikan pandangan-

pandangannya kepada Komisi II tetapi pengambilan keputusan tersebut berada 

pada rapat pleno komisi dengan melibatkan seluruh stakeholder penyelenggara 

pemilu. Sehingga tentu bukan hanya sekali bahkan sebelum itu wacana sudah 

berkembang disurat kabar, KPU menyampaikan pandangan, Bawaslu, Menteri 

Dalam Negeri, serta dari pakar-pakar politik tentu itu semua merupakan 

aspirasi yang ditangkap juga oleh pemerintah. Pemerintah mengambil inisiatif 

untuk merumuskan pelaksanaan Pilkada. 

6. Apakah pemerintah sudah menyiapkan atau telah memiliki pedoman 

protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 

karena pelaksanaan Pilkada? 

Jawab : Tentu sudah, Karena Kementrian kesehatan juga berkali-kali 

mengadakan pertemuan khusus dan rapat koordinasi teknis antara Kementrian 

Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, dan KPU tentang bagaimana 

penyelenggaraan protokol kesehatan bahkan hasil kesepakatan itu dituangkan 

oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam regulasi-regulasi khusus yang 
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dibuat oleh KPU bagaimana standar minimal dari penyelenggaran protokol 

Covid-19 dalam rangka pelaksanaan pilkada.  

7. Bagaimanakah pandangan pemerintah melihat kondisi masyarakat 

yang berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga memantapkan 

pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020? 

Jawab : Tingkat kegawatan dan kerawanan Covid-199 berbeda-beda, 

pemerintah melalui kementrian kesehatan tentu punya data. Di Sumatera tentu 

tidak sama dengan di Jakarta, pada umunya kalau kami perhatikan kerawanan 

Covid-19 lebih di daerah kota-kota besar yang merupakan kota metropolitan, 

tetapi kalau diluar daerah seperti misalnya sebut saja di Kabupaten Puncak 

Jaya di Papua sana itu lebih rendah penyebarannya. Karena penyebaran 

Covid-19 itu lebih mudah terjadi di tempat perkumpulan orang yang tertutup, 

kalau di tempat terbuka relatif lebih aman karena danya sirkulasi udara, 

sedangkan kehidupan orang kota itu lebih banyak terjadi di Mall, Perkantoran, 

sehingga Covid-19 lebih tinggi di kota-kota besar dan diluar sana jauh lebih 

rendah. Itulah dasar kenapa pemerintah beserta stakeholder lainnya 

menteapkan tangal 9 Desember sebagai pelaksanaan Pilkada. 

8. Peran penting apa yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Presiden 

dalam kebijakan Pilkada tahun 2020? 

Jawab : Dewan Pertimbangan Presiden sesuai dengan undang-undang tugas 

pokoknya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. 

Kami di Wantimpres pada waktu itu tentu juga melakukan sejumlah 
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pertemuan, kami mengundang KPU, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, dan 

kami juga mengundang beberapa LSM pegiat pemilu dan juga beberapa tokoh 

secara bergantian. Itu kami mendapatkan pandangan dan pemikiran yang 

betul-betul komprehensif dan menyelesaikan jangan hanya kritis tetapi tidak 

dapat menyelesaikan. Di pemerintahan yang terpenting adalah menyelesaikan 

bukan hanya sekedar kritis, lalu atas dasar itu kami telah memiliki sejumlah 

bahan, disitulah kami membuat apa yang kira-kira layak disampaikan kepada 

Presiden. Itulah yang disebut produk kami sebagai nasihat dan pertimbangan 

kepada Presiden, atau disingkat dengan nastim. Nastim ini ada yang bersifat 

kolektif dan ada yang bersifat perseorangan, kekuatan nastim kolektif dan 

perseorangan itu sama kuatnya sehingga kami atas masukan-masukan 

memberikan nasihat kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang 

dianggap perlu. Nasihat Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh sama 

dengan Kementrian, sama dengan BIN  dan dengan yang lainnya, kami 

mengisi ruang-ruang kosong diantara yang kami undang. Di KPU terjadi 

kekosongan apa itu yang kami infokan kepada Presiden untuk kemudian 

Presiden mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Soal Presiden 

menginstruksikan kepada menpolhukam atau mendagri itu adalah hak 

Presiden, dan nastim itu rahasia tidak boleh diumumkan kepada publik hanya 

Pesiden saja yang mengetahui, para anggota dan sekretarisnya, dan saya 

terikat janji sumpah jabatan tidak boleh membuka itu. Tetapi proses untuk 

menyusun nastim itu terbuka dan jika sudah sampai ke Presiden itu hal yang 

tertutup. 
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Lampiran 4 

Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1 Wawancara dengan Yusa Farchan, S.Sos., M.Si  

Pengamat Politik Citra Institute 

 

 

Gambar 2 Wawancara dengan Arya Kharisma Hardy  

PJ Ketua Umum PB HMI 2018-2020 via Zoom Meeting 
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Gambar 3 Wawancara dengan Dr. Drs Ganjar Razuni, S.H., M.Si 

Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia 
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Lampiran 5 

 

BIODATA PENULIS 

 Ahmad Ramdhan adalah seorang putra dari Bapak H. Jayadi dan Ibu 

Hapsoh yang lahir di Kota Depok pada tanggal 21 Juni 2000. Adan adalah 

sapaannya sehari-hari dan Adan bersekolah mulai dari TK Ar-Rahmah dan 

melanjutkan di SDN Pondok Cina 4 setelah itu masuk di SMP Islam Al-Muhajirin 

dan melanjutkan sekolah tingkat atas di SMA PGRI Depok baru kemudian 

melanjutkan studi pada perguruan tinggi di Univesitas  Nasional dengan Program 

Studi Ilmu Politik. 

 Sejak duduk di bangku SMA Ahmad Ramdhan aktif di berbagai organisasi 

mulai dari Anggota Osis SMA PGRI dan menjadi Ketua (Pradana) Pramuka SMA 

PGRI hingga menjadi Anggota Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Pancoran 

Mas Kota Depok Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan masa bakti 2018-

2022. Ahmad Ramdhan juga pernah menjadi pelatih Pramuka pada tingkat siaga 

dan penggalang di beberapa sekolah seperti SD Holy Faithful Obedient, SDN 

Pancoran Mas 2, dan SDN Kalimulya 3. 

Pada tingkat perguruan tinggi Ahmad Ramdhan menjadi Kader dari 

Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2019 dan menjadi Anggota Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Masa Bakti 2020-2021 Pada Divisi Sosial dan 

Pengabdian Masyarakat Biro Sosial Masyarakat. 
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